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PENETAPAN

Nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL

~r

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal
di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan
Agama Blitar Nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Pemohon | dan Pemohon I
pernah menikah menurut agama Islam (siri) di rumah kediaman orang tua
kandung Pemohon Il di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar;
2. Bahwa saat pernikahan menurut agama Islam (siri) tersebut Pemohon |
berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon Il
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Da seperangkat alat sholat dan cicin emas dibayar tunai;
ahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan secara
tor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena
sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan
cerai kedinasan Pemohon | belum selesai, maka diputuskan
‘ - ikah secara agama (siri) terlebih dahulu;

Béhwa setelah menikah siri tersebut Pemohon | dan Pemohon Il hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah kediaman orang tua
Pemohon Il dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 18 November 2023
melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang
bernama Xxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II,
dan pernikahan para Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah vyaitu
XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat
sholat + cicin emas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18
November 2023 Nomor : XXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa anak para Pemohon yang XXXXXXXXxXXXxxX, tanggal lahir 21
Oktober 2020, serta telah mempunyai akta kelahiran nOmMOor XXxXxxXXxXXXXxxx
yang tertulis anak dari seorang ibu Xxxxxxxxxxxxxxi karena tanggal lahir
anak para Pemohon sebelum terjadi pernikahan yaitu bulan Oktober tahun
2020, sedangkan pernikahan Para Pemohon baru dilangsungkan bulan
November tahun 2023, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan
tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk anak
bernama Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
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hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

pan yang amarnya sebagai berikut:

2. Mene{caekaﬂ anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 21 Oktober
<

OZOa%aIarL’z'inak kandung dari Pemohon | (XXXXXXXXXXXXXX) dengan

Pemohon Il }Xxxxxxxxxxxxxx)
D/

A™;
%4 RMA 'N‘é\

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon | dan

Pemohon Il didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon | dan

Pemohon Il tentang akibat hukum asal usul anak dan Pemohon | dan Pemohon

Il menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya di muka

persidangan Pemohon | dan Pemohon |l telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28
November 2023, atas nama Pemohon |, yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya

(P.2);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxtanggal 28
November 2023, atas nama Pemohon Il, yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya
(P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXxXxxxxx tanggal 18
November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXxxxx tanggal
27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan

Sipil Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
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1. XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXX  Kota Blitar, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah
sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri
yang telah menikah secara agama pada tanggal 18 September
2019 di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon Il di
XXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemaohon Il
yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan dinikahkan secara agama oleh
XXXXXXXXXXXXXX, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon 1l dihadiri
oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXX serta mas kawin
berupa seperangkat alat sholat dan cicin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, sesusuan dan kerabat
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan menurut agama Islam (siri)
tersebut Pemohon | berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli
2019 dan Pemohon Il berstatus Perawan;
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November 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan
tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang bernama XXXXXXXXXXXXXX,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I, dan pernikahan para
Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXxX dan
XXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat + cicin
emas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar
tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18
November 2023 Nomor : XXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil hingga sekarang anak

tersebut telah diasuh dan dididik oleh para Pemohon dengan penuh

kasih sayang sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anak
kandungnya sendiri;

- Para Pemohon dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai

anak seorang ibu, sedangkan nama ayahnya (Pemohon |[) tidak

tercantum dalam akta kelahiran;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah

bercerai dan tetap beragama Islam;

2. XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXxxxxx Suyoto, umur 63 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Salak No.61
RT.01 RW.05 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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“Pelwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah

mohon lI;

saksi tahu, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri
h menikah secara agama pada tanggal 18 September
rumah kediaman orang tua kandung Pemohon Il di

XXXXxX Kota Blitar;

oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXX serta mas kawin
berupa seperangkat alat sholat dan cicin emas dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, sesusuan dan kerabat

- Bahwa saksi tahu saat pernikahan menurut agama Islam (siri)
tersebut Pemohon | berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli
2019 dan Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota
Blitar karena Para Pemohon sudah saling mengenal selama 6 bulan
dan dikarenakan pemberkasan cerai kedinasan Pemohon | belum
selesai;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah siri tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah
kediaman orang tua Pemohon Il dan telah dikaruniai satu orang
anak yang bernama XxXxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 21 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 18
November 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan
tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang bernama XXXXXXXXXXXXXX,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il, dan pernikahan para
Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXxxX dan

XXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat + cicin
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Aol dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar

bn serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18
r 2023 NOmMOr : XXXXXXXXXXXXXX;

L sepengetahuan Saksi sejak kecil hingga sekarang anak
elah diasuh dan dididik oleh para Pemohon dengan penuh
s@yang sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anak
Jnya sendiri;

A Pemohon dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah

bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon

membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun

serta mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan

karena merupakan bagian takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon serta kedudukan penerima
kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan
orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai
ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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n 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang

2020 di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota

li nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama

kuitpan Akta Kelahiran Nomor : xXxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sejak lahir dan
sampai saat ini tinggal bersama sama serta dipelihara, dididik serta dirawat
langsung oleh Para Pemohon, karena perkawinan belum didaftarkan di Kantor
Urusan Agama setempat, maka dalam kutipan akta kelahiran disebutkan
bahwa anak tersebut dicatat hanya mempunyai nasab dengan Pemohon I,
kemudian pada tanggal 18 November 2023, Para Pemohon telah
melangsungkan perkawinan ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor

XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para
Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon
agar anak yang bernama XXxxXXxxXxXxxxxxx yang lahir pada tanggal 21 Oktober
2020 ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon karena anak
tersebut dilahirkan akibat hubungan badan antara para Pemohon sebelum

melaksanakan perkawinan sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P7 yang diajukan oleh para
Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat
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Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

dang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat

(

\

dhuari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan

an Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun

ar%, aka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima
Bbagai alal bg‘k}i
bahwa bukti P.1 sampai P5, merupakan akta otentik yang
at yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

bfisal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan

enimbang, bahwa bukti P.1, berupa KTP atas nama Pemohon | yang
menerangkan tentang identitas Pemohon | sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa KTP. Atas nama Pemohon I,
menerangkan tentag identitas Pemohon |l sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut berupa Kutipan Akta Nikah
Pemohon | dengan Pemohon Il, menerangkan tentang pernikahan antara
pemohon | dan Pemohon IlI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang
bernama  Xxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon
| yang menerangkan tentang identitas Pemohon | sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat;
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, bahwa bukti P6 menerangkan tentang pernikahan antara

bmohon |l secara siri, bukan merupakan akta otentik, ,tetapi

:/ Sebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

empunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai
status anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dilahirkan sebelum masa
perkawinan para Pemohon (lahir diluar nikah), adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan
dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para
Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada 27 Januari 2020,
di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dengan Wali
nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXXXXXX,
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dihadiri oleh dua orang saksi
nikah yaitu XxxXxxxxxXxxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat
dan cicin emas dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | berstatus beristri namun
sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
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dan sesusuan;

afiikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan secara
tor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena
sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan
rai kedinasan Pemohon | belum selesai, maka diputuskan
ecara agama (siri) terlebih dahulu;

ama perkawinan sirri tersebut Para Pemohon telah

Kota Blitar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus
perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Majelis berpendapat permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi
tujuan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan tersebut

cukup beralasan hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas majelis menilai permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar anak yang
bernaman Xxxxxxxxxxxxxx tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari para
Pemohon adalah merupakan bentuk tanggungjawab para Pemohon terhadap
keberlangsungan hidup dan masa depan dari anak yang bersangkutan, dan
oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat
membuktikan dalil-daliinya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat
dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang namanya tersebut di atas
ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka
tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam

lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
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K Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah

ndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang
dl hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

engabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki,
lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 2020 adalah anak biologis dari
Pemohon | ( Xxxxxxxxxxxxxx ) dan Pemohon Il ( XXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blitar dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Mursyid Syah,
S.Ag.., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H. dan
Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.., masing-masing sebagai Hakim anggota,
pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu Misbah, S.H., M.H.., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis
ttd
Mursyid Syah, S.Ag..
Hakim Anggota

ttd ttd
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smu'i, S.H., M.H.. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..
Panitera Pengganti
ttd

Misbah, S.H., M.H..

Untuk Salinan
Rp 30.000,00
Rp  100.000,00
Rp  250.000,00 a.n Panitera

Rp 20.000,00  panitera Muda Permohonan
Rp 10.000,00
¢ Rp 10.000,00
Jumlah ... Rp  420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Pengadilan Agama Blitar

A —\vi P2 T

Misbah, S.H, M.H.
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